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Para Kepala KantorWilayah DJp;
Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyutuhan dan Konsultasi perpajakan

seluruh Indonesia

SURAT EDABAN

Nomor SE 64 /PJ/2009

TENTANG

PEKERJA YANG I\,,tEI\,4PEROLEH PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DITANGGUNG PEMERINTAH

Sehubungan dengan hasil evaluasi atas penggunaan dana stimuius pajak penghasilan
Pasal 21 ditanggung Pemerintah oleh pembe kerja yang berusaha pada kategorl usaha
leftenlu dan banyaknya pertanyaan mengenai kriteria pekerja yang memperoleh pph pasal 2j
ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomof 43/pMK.O3/2009
ientang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung pemeflntah Aias penghasilan pekerja pada
Kategori Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan peraturan t\rente Keuangan
Nomor 49/PMK.03/2009, dengan inidisampaikan hal hal sebagai berikut:

1- Berdasarkan Peraturan l\renteri Keuangan Nomor 43/P[.4K.03/2009 tentang pajak
Penghasjlan Pasal 21 Dltanggung Pemerintah Atas penghasilan pekerja pada Kategori
Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
49/Pl\,1K.03/2009. diatur antara laln:
a. Pasal 2, Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diberikan kepada

pekerja yang bekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha
tertentu, dengan jumlah penghasilan bruto di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak dan
tidak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam satu butan.

b. Pasal 2A ayat (1), Paiak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diberikan
kepada pekeria yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sampaidengan Masa Pajak Juni2009, sedangkan mulai l\/asa Pajak Juli2009 hanya
diberikan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 darl telah memiliki Nomor Pokok Waiib Pajak-

c. Pasal 3, Kategorl usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
1) kategori usaha pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan, dan

kehutanani
2) kategori usaha perikanan; dan
3) kategori usaha industri pengolahan,
yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri
Keuangan lni yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
Keuangan ini. 
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Termaslk dalam pengertian pekeria sebagaimana dimaksud dalam butir t huruf a,
adalah:

a. pekerja di cabang perusahaan yang kantor pusatnya memenuhi kategori usaha
tertentu sebagaimana dimaksud dalam butir j huruf cl

b. pekerja pada perusahaan penyedta lenaga k etja \outsourcing) yangditempatkan pada
perusahaan pemberi ke4a yang berusaha pada kategori usaha tertentu sebagaimana
dimaksud daiam buttr t  hurufc;dan

c. pekerja pada pemberi ke4a yang melakukan pekerjaan pengolahan barang
berdasarkan pesanan (maklon) yang pekerjaan pengotahannya memenuhi kategori
usaha induslri pengolahan sebagairnana d maksud dalam butir j huruf c angka 3).

Pekerja sebagaimana dimaksud dalam butir 2 memperoleh pajak penghasilan pasat 2l
Ditanggung Pemerintah melalui:
a. caoang perusahaan untuk pekerja sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a;
b. perusahaan penyedia tenaga keia (au5outcingJ untuk pekerja sebagaimana

dimaksud dalam butir 2 huruf b; dan
c- pemberi kerja untuk pekerja sebagaimana dimaksud dalam butjr 2 huruf c.

Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diberikan kepada pekerja
sebagain'rana dimaksud dalam butir 2 huruf b dengan cara perusahaan penyedia tenaga
kerja menyampaikan surat pembe tahuan sesuai lampiran I Surat Edaran ini ke Kanior
Pelayanan Pajak tempat perusahaan penyedia tenaga kerja terdaftar dengan
melampirkan surat pernyataan dari perusahaan tempat tenaga kerja tersebut dilempatkan
sesuai lampiran 2 Surat Edaran ini.

Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diberjkan kepada pekerja
sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf c dengan cara pemberi keria menyampaikan
sural pernyataan mengenai pekerjaan pengolahan barang berdasarkan pesanan sesuai
lampiran 3 Surat Edaran ini kepada Kantor pelayanan pajak tempat pemberi kerja
terdaitar.

Surat pemberitahuan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 4 dan
butir 5 disampaikan bersamaan dengan penyampajan Surat pemberitahuan l\,4asa paiak
Penghasilan Pasal 21 saat pelaksanaan pemberian pajak penghasilan pasal 21
Ditanggung Pemerintah.

Kanlor cabang, perusahaan penyedia tenaga kerja, dan pembed kerja sebagaimana
dimaksud dalam butir 3 dapat melaksanakan pemberian Pajak Penghasilan Pasal 2i
Ditanggung Pemerintah rrula l\,4asa Pajak Februari 2009 melalui pembetulan Surat
Pemberitahuan lvlasa Pajak Penghasilan Pasal 2j.

Ivlekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Palak adalah:
a. Kantor Pelayanan Pajak iempat kantor cabang terdaftar melakukan penelitian atas

kebenaran kategori usaha kantor pusat dari kantor cabang tersebut melalui database
Direktorat Jenderal Pajak;

b. Kanlor Pelayanan Pajak tempat perusahaan penyedia tenaga kerja terdaftar
menyampaikan konfirmasi kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat rekanan
perusahaan penyedia tenaga kerja terdaftar mengenai surat pernyataan berusaha
pada kategori usaha tertentu dan pegawai yang ditempatkan yang telah disampaikan
rekanan perLrsahaan penyedia tenaga kerjai

c. Kantor Pelayanan Pajak tempal pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam butir 3
huruf c terdaftar melakukan penelitian atas kebenaran kegiatan pengolahan barang
berdasarkan pesanan (maklon) dengan format hasil penelitian sebagalmana Lampiran
4 Surat Edaran ini. !,, L
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9. Pelaksanaan pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah kepada
pekerja sebagaimana dimaksud dalam butir 2, termasuk dalam hal pemberi kerja
memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada pekerja atau menanggung
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan pekeria, dilaksanakan sesuai
Peraturan Direktur Jenderal Paiak Nomor PER-22/PJ/2009 tentang Pelaksanaan
Pemberian Pajak Penghasjlan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan
Pekerja Pada Pemberi Kerja Yang Berusaha Pada Kategori Usaha Tertentu sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER"26lPJ/2009.

Para Kepala Kantor diminta melakukan sosialisasi kepada serikat pekerja, dinas tenaga
kerja, maupun asosiasi perusahaan terkait dan para Kepala Kantor Wilayah diminta untuk
mengawasi pelaksanaan pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah
tersebut.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan denoan sebaik-baiknva.

Ditetapkan di Jakarta

i.

a ranggar 07 Jul i

I Jendera\t
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temDusan :
1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
4. Kepala Bko Humas Departemen Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak,
6. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktofat Jenderal Pajak.
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Su€r Edaran Dreklur Jenderat P4ak Nomor
sE 64 /PJ/2ooe renrang Peke4a yans
Memp€rol€h Pajak Po.ohasiran Pasal 21

.KOP SURAT

Kepada Kepala Kantor Pelayanan pajak

SURAT PEMBEHITAHUAN
Nomor :

Sehubungan dengan telah ditetapkannya peraturan l\,4enteri Keuangan Nomor
43/P1\ilK.03/2009 tentang Pajak Penghasitan pasat 21 Ditanggung pemeiintah Atas
Penghasilan Pekerja Pada Kategori Jsaha Tertentu sebagaima-ni t;lah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/pl\rK.03/2009, dengan ini disampaikan bahwa kami:

Nama Perusahaan :
NPWP :

adalah perusahaan penyedia tenaga ketia (oulsourcing) yang menempatkan pekerja kami
padal

Demikian kami sampaikan untuk memenuhi persyaratan sesuai Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor SE - 64 /PJ/2009 tentang Pekerja yang Mempefoleh Paiak Penghasilan
Pasal 21 Ditanggung Pemerintah. -t

,4

JaKana,

cap dan tanda tangan pengurus

Nama

Lamprran:
Surat Pernyataan dari rekanan.



sl|a Edaan DirekrurJendera F4ak Nomor
SE 64 /PJ/20o9 ientang Peke,aymg
Memperoeh Palak Penghasi an Pasat 21

.KOP SURAT'

Yth Direktur PT .

SURAT PERNYATAAN
l\omor:

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan l\,,lenteri Keuangan Nomor
43/PiVK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung pemerintah Atas
Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2009, dengan ini menyatakan bahwa kamt:

Nama Perusahaan :
NPWP :

adalah perusahaan yang berusaha pada kategori  usaha . . . . . . . . . . .  dengan KLU .. . .  yang
mempekerjakan pekerja dari perusahaan penyedia lenaga ketia \outsoutcing):

Nama Petusahaan

Nomor Kontrak
Tanggal Kontrak

dengan rincian:

Demikian kami sampaikan untuk
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung

dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai Surat
SE - 64 /PJ/2009 tentang Pekerja yang Memperoleh
Pemerintah.

\.

Jakarta, I

cap dan tanda tangan Pengurus

Nama
NPWP



Sural Edar& DnghurJendec Pajqk Nomor
sE . 64 /PJ|2O09 ienrang Pekeria yang
Memperoleh Pajak Ponshsiran Pasar 2l

,KOP SURAT'

SURAT PEBNYATAAN
Nomor :

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor
43/Pl\,1K.03/2009 tentang Pajak Penghasitan Pasal 2j Ditanggung pemerintah Atas
Penghasilan Pekerja Pada Kategorj lJsaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4g/P[,,1K.03/2009, dengan ini menyatakan bahwa kamL:

Nama Perusahaan :
NPWP :
KLU

adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pekerjaan pengolahan barang berdasarkan
pesanan (maklon) dengan gambaran umum kegiatan pekerjaan sebaga berikut:

Demikian kami sampaikan untuk memenuhi persyaratan sesuai Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor SE - 64 /PJ/2009 tentang Pekeria yang l\remperoleh Pajak Penghasilan
Dasal2l D.ranggu.g Pemerin€h. 

\

Jakarta,

cap dan tancla tanqan pengurus

Nama

Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.. . . .

Lamprran:
Fotokopi kontrak pekerjaan maklon.

Nomor Konirak
Pekerjaan

[.4aklon

Nama dan NPWP
Perusahaan Pemilik

Barang
Gambafan Umum Pekerjaan yang Dilakukan



Sural Eda6n Dnehu. Jendeht Pajak Nomor
SE 64 /PJ/2oos lentang Pekeria yanq
Memperoleh P4ak Penghas tan Pasat2l

.KOP SURAT'

LAPORAN HASIL PENELiTIAN
Nomor :

.. _Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Direktur Jenderat pajak
\omorSE 61/PJ,2009 tenLang pekerja yang iremoe.otef pa,ak penghasitan pasa, 2l
urranggung Pemenntah dan berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan diketahui bahwa:

Nama Perusahaan

KLU
Nomor Surat Pernyataan

Nomor Kontrak
Pekerjaan

i\4aklon

adalah perusaha€n yanq melakukan kegiatan pekerjaan pengotahan barang berdasarkanpesanan {rrahton) denga1 9ambardn umum kegiatan pekerjaan sebagat beakur:

Gambaran Umum Pekerjaan yang Dilakukan

Menyetujui,

Kepala Kantor

l\,4engetahui,

Kasi Pengawasan dan
Konsultasi.. .

Peneliti,

N IP, N IP. N I P .

&

Nama dan NPWP
Perusahaan Pemilik

Earang


